Dominasi Pemilik Modal Dalam Pers 
dan Implikasi Determinasi Teknologi ke Ekonomi
Pada tahun 1967, McLuhan & Quentin Fiore membalikkan fokus perhatian ilmuwan komunikasi. Salah satu konsepnya yang populer adalah ”the medium id the message”. Konsep ini berkaitan dengan efek media. Bagaimana respon eudiens terhadap pesan yg dikirim melalui medium teknologi, dan ternyata medium ikut menentukan kontrol audiens dalam menggunakannya.
Konsep ini lebih condong kepada implikasi teknologi komunikasi terhadap proses sosial. Ketika orang memilih media TV / koran / radio midalnya, sebenarnya sulit untuk memastikan apakah pilihannya tersebut atas pertimbangan kegunaan (informasi) / pertimbangan non-kegunaan (non-informasi). Tidak mustahil jika pilihannya itu tidak mempedulikan (mengabaikan) unsur komunikasi. Dampaknya, persaingan dalam memperebutkan segmen audiens juga mengurangi fokus perhatiaannya pada jurnalisme, sebaliknya meningkatkan kualitasnya pada teknologi fisik seperti : teknologi warna, lay out dan kualitas bahan kertas.
Perkembangan teknologi (media) komunikasi akan berkurang nilai gunanya bagi perubahan sosial bila tidak disertai keterbukaan sistem sosial guna mengembangkan dimensi ontologis setempat. 
Menurut Poespoprodjo, masyarakat Indonesia tidak dapat lagi mempertahankan ”splendid isolation”- nya. Apalagi ditambah dengan tingkah lakunya yang esoteristik yakni menolak segalanya yang tidak berasal dari diri sendiri., dari kelompok sendiri. Hal ini berarti tidak terbuka dari rangsangan-rangsangan positif yang justru akan dapat membuka kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dalam, lebih luas dan lebuh kaya.

Implikasi Teknologi Media pada Jurnalisme

Suatu implikasi dari revolusi media yang sangat penting adalah mendorong kompetisi media dengan visi ekonomi. Hal ini wajar karena inovasi media komunikasi erat kaitannya dengan kapitalisme. Hal ini nampak dari posisi modal (kapital) yg menjadi tuan bagi benda-benda fisik tsb. Posisi teknologi pada operasionalnya bagaikan robot, hanya sekedar alat dalam bisnis. Posisi redaksional dalam organisasi komunikasi / gatekeeper informasi, menjadi sangat lemah. Idealisme jurnalistik sangat tergantung kepada pemilik modal. Semua bentuk jurnalisme yang dikemas difokuskan dalam rangka menyiasati kesempatan pasar. Servei yang dilakukan terhadap audiens dalam rangka agenda setting juga dengan orientasi kenaikan omset. Keberhasilan suatu penerbitan diukur dengan jumlah omset (oplah).


Kekuatan politik begitu leluasa mengintervensi hak dasar jurnalisme, menyebarkanluaskan kebenaran fakta secara bertanggungjawab. Fenomena pembredelan pers yang terjadi berkali-kali sepanjang orde baru, yang justru menyatakan dirinya paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia, membuat pers kehilangan nyalinya.


Dominasi pemilik modal yang mengakibatkan orientasi komersial dan dominasi politik yang menimbulkan pemasungan terhadap kebebasan pers. Maka tidak heran banyak media yang lebih banyak bermain di seputar issue dan tidak menukik langsung ada wilayah tabu yang dirumuskan oleh otoritas secara manis dengan sebutan trial by the press, padahal pada wilayah inilah sesungguhnya masalah-masalah substansial bergerak.

Cara lain media massa untuk bisa tetap eksis adalah dengan merangsang selera rendah masyarakat, seperti menyajikan unsur-unsur sexual.

Seperti kita ketahui, produk jurnalistik dipertanyakan berkenaan dengan fungsinya, seperti; menyebarkan informasi yang objektif & komprehensif (informatif); melontarkan informasi yang bersifat reflektifyang bertujuan menstimuli publik utk berpikir kritis (fungsi pers utk mencerdaskan bangsa), kemudian apakah jurnalisme Indonesia (de facto) telah menghasilkan informasi yang mampu melaksanakan fungsi kontrol sosial?
Lemahnya posisi tawar-menawar (bargaining position) jurnalistik Indonesia terhadap penetrasi pemilik modal memaksa wajah pers hanya memerankan fungsi menghibur (entertaint). Maka tak heran jika selanjutnya jurnalisme kita mengabdi kepada hedonisme dan mengkondisikan masyarakat membentuk ”kultur bisu”.

Sekarang ini, siapapun yang punya modal dan disukai pemerintah, bisa menerbitkan media massa (koran, majalah). Disini tampak ada siklus ketergantungan antara pemilik modal dengan pemerinta, untuk merealisasikannya maka dibutuhkan teknologi informasi






